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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Perbankan Syariah
Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba).
Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan :
1. Perniagaan atas barang-barang yang haram
2. Bunga
3. Perjuadian dan spekulasi yan disengaja, dan
4. Ketidakjelasan dan manipulasi.
Dalam pengoperasiannya bank syariah dan bank konvensional memiliki prinsip yang berbeda, dimana bank syariah mengkukan sistem bagi hasil dan bank konvensional menggukan sistem bunga. Adapun perbedaan dari bagi hasi dan bunga sebagi barikut :
            Tabel 2.1
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil
	BUNGA
	BAGI HASIL

	a. Penetuan bunga dibuat pada waktu akad denga  asumsi harus selalu untung.
	a. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

	b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumla uang (modal) yang dipinjamkan.
	b. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

	c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

	d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipu  jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”
	d. Jumlah perbandingan laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

	e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dekecam) oleh semua agama, termasuk Islam.
	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil


     Sumber : Muhammad Syafi’I Antonio, 2001 : 61
B. Pengertian Pembiayaan, Tujuan, Fungsi dan Jenis Pembiayaan
Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[footnoteRef:1]4 [1: 4 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani, 2001). Hlm.17] 

Menurut undang-undang perbankan nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[footnoteRef:2]5 [2: 5 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Syariah, (Jakarta : Karya Gemilang, 2008). Hlm. 4] 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan suatu pihak pada pihak lain dalam rangka menunjang kegiatan investasi dan modal kerja.
1. Tujuan Pembiayaan 
		Sehubung dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu :
a. Pemilik
Para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
b. Pegawai
Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
c. Masyarakat
a) Pemilik Dana
Sebagai mana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.
b) Debitur yang Bersangkutan
Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.
c) Masyarakat Umumnya atau Konsumen
Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
d. Pemerintah
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. 
e. Bank
Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.
2. Fungsi Pembiayaan
1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang
4. Menimbulkan kegairahan berusaha
5. Stabilitas ekonimi dan untuk mengkingkatkan pendapatan nasional
3. Jenis-Jenis Pembiayaan
Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk pembiayaan produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu :
1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 
a. Pembiayaan Mudharabah
b. Pembiayaan musyarakah

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang)
a. Pembiayaan Murabahah
b. Pembiayaan Salam
c. Pembiayaan Istishna
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa
a. Pembiayaan Ijarah
b. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik[footnoteRef:3]6 [3: 6 Op.cit. hlm. 22] 


C. Pengertian, Landasan Syariah dan Karakteristik Musyarakah
Menurut Ulama Hanafiah yang dimaksud dengan syirkah adalah Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Hasby as-Shiddiqie syirkah yaitu Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.[footnoteRef:4]7  [4: 7 Sapiudin Shidiq et.al, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm, 127.] 

Pengertian musyarakah secara Syara’ syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan.[footnoteRef:5]8   [5: 8 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm, 164.] 

Dalam penerapan di dunia perbankan Al-musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak ata lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[footnoteRef:6]9  [6: 9 Ibid, hlm 90.] 

Menurut Ulama Malikiyah syirkah merupakan izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. [footnoteRef:7]10 [7: 10 Ibid, hlm  127.] 

Pembiayaan musyrakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal unuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.[footnoteRef:8]11 [8: 11 Ibid, hlm 23.] 

Dari pengertian para ahli diatas maka dapat diatarik kesimpulan Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan dan risiko kerugian ditanggung bersama secara proporsional sesuai degan kontribusi modal.






1. Dalil Al Qur’an mengenai musyarakah 

                
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh….(QS. Ash-Shaad : 24)

    ...
“… maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu”… (QS. An-Nisa : 12)

2. Karakteristik Musyarakah
a. Musyarakah  adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. [footnoteRef:9]12 [9: 12 Ibid, hlm 165.] 

b. Para mitra (syirkah) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha terentu dalam akad musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain).
c. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau asset nonkas, termasuk aset tak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
d. Pendapatan usaha musyarakah dibagi kepada para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati oleh para mita. Sedanglan rugi dibebankan secara proporsonal sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya).
e. Jika slah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut akan memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. 
3. Rukun Musyarakah
Rukun Musyarakah antara lain sebagai berikut : 
1. Ijab Qabul (Sighat)
Ijab merupakan ungkapan penawaran melakukan perserikatan.  Qabul merupakan ungkapan penerimaan perserikatan.  Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal.  Kontrak musyarakah dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
2. Pihak yang berkontrak
Pihak yang berkontrak harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan karena dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan sama halnya dengan mudharabah.
3. Objek kesepakatan : modal dan kerja
a. Modal/Dana
1). Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak atau nilainya sama.
2). Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, perlengkapan, dan sebagainya.
b. Kerja 
Partisipasi para mitra kerja dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar tidak dibolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan dari mitra lainnya. Tetapi, kesamaan kerja bukanlah merupakan syarat. Dibolehkan seorang mitra melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan baginya.[footnoteRef:10]13  [10: 13 Op.cit. hlm. 165] 

Para ulama Fiqh membagi syirkah menjadi dua macam :
1. Syirkah Amlak
Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiari atau tanpa didahului oleh akad. Syirkah Amlak dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :
a. Syirkah Ikhtiar
Syirkah Ikhtiar atau disebut Syirkah Amlak Ikhtiar yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.[footnoteRef:11]14  [11: 14 Ibid.] 

b. Syirkah Jabari
Syirkah Jabari atau disebut Syirkah Amlak Jabari yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.[footnoteRef:12]15  [12: 15 Ibid.] 

2. Syirkah Uqud
Yang dimaksud dengan syirkah uquh adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.[footnoteRef:13]16 [13: 16 Ibid.] 


Syirkah Uqud dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu :
a. Syirkah Inan 
Yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal. Para ulama fiqh sepakat bahwa bentuk perserikatan ini hukumnya boleh.[footnoteRef:14]17 [14: 17 Ibid, hlm 132.] 

b. Syirkah al-Mufawadhah
Yaitu perserikatan antara dua orang atau lebih dimana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam syirkah mufawadhah ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting syirkah  ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi disebut mufawadhah, tetapi menjadi al-Inan. Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi :
1. Jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda maka tidak sah
2. Memiliki kewenangan bertindak yang sama. Maka tidak sah syirkah antara anak kecil dan orang dewasa.
3. Agama yang sama. Maka tidak sah syirkah antara muslim dan nonmuslim.
4. Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual.[footnoteRef:15]18 [15: 18 Ibid.] 

c. Syirkah al-Abdan
Yaitu bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagai bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih unuk menerima suatu pekerja seperti tukang besi, kuli, dan sebaginya.[footnoteRef:16]19 [16: 19 Ibid, hlm 133.] 

d. Syirkah al-Wujuh
Yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang pada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Dalam perserikatan ini, pihak yang berserikat membeli barang secara tangguh, hanya dasar suatu kepercayaan, kemudian barang tersebut mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.[footnoteRef:17]20 [17: 20 Ibid, hlm 134] 

e. Syirkah Mudharabah
Yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja (memiliki keahlian/keterampilan) untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.[footnoteRef:18]21  [18: 21 Ibid.] 

Berakhirnya akad musyarakah :
a. Salah seorang mitra menghentikan akad.
b. Salah seorang mitra meninggal dunia atau hilang akal.
c. Modal musyarakah hilang atau habis.

D. Pengertian, Landasan Syariah dan Karakteristik Murabahah
Jual beli atau perdagangan dalam fiqh  disebut al-ba’i yang berarti menjual atau mengganti. Pengertian jual beli secara syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan membeli kepemilikan.
Menurut Imam Nawawi  murabahah adalah pertukaran harta dengan harta yang lain untuk dimiliki.[footnoteRef:19]22  [19: 22 op.cit. hlm 57.] 

Bai’ al-murabahah adalah jual beli barang berharga pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ al-murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[footnoteRef:20]23  [20: 23 op.cit. hlm 101.] 



1. Dalil Al-Qur’an tentang Murabahah 

      …
… Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (Al-Baqarah : 275)

2. Karakteristik Murabahah 
a. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkn pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah.
b. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah unuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembelian tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aset murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.
c. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah :
1. Mempercepat pembayaran cicilan; atau
2. Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.
d. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka potong itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad maka :
1. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibelli dari bank.
2. Bank dapat meminta kepada nasabah urbun sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat.
3. Rukun Murabahah :
a. Ijab Qabul
Ijan Qabul ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Menurut Madzab Hanafi bahwa ijab adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang keluar pertama kali dari pembicaraan salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Kabul adalah apa yang diucapkan kedua kali dari pembiacaraan salah satu dari kedua belah pihak.[footnoteRef:21]24   [21: 24 Ibid, hlm 59.] 

b. Orang-orang yang berakad (subjek)
Ada 2 pihak yaitu bai’ (penjual) dan mustari (pembeli)
c. Ma’qud ‘alaih (Objek)
Ma’kud ‘alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara’.
d. Ada nilai tukar pengganti barang
Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).
4. Syarat-syarat Murabahah
a. Syarat orang yang berakal
Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi :
1. Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut Jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.
2. Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda.

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul
Menurut para ulama fiqh, syarat ijab qabul adalah :
1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal,
2. Kabul sesuai dengan ijab,
3. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis.
c. Syarat barang yang dijualbelikan
Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu :
1. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu;
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan;
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

E. Skema Pembiayaan Syariah
1. Proses Pembiayaan Musyarakah
Pada proses pembiayaan Musyarakah, bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam usaha, pengembalian hasil usaha tergantung pada nisbah bagi hasil yang disepakati nasabah dan bank. Semakin tinggi kinerja usaha nasabah, semakin tinggi pula bagi hasil masing-masing pihak.
GAMBAR 2.1
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   Sumber : Osmad Muthaher, 2012 : 166
2.Proses Pembiayaan Murabahah
Proses ini timbul karena bank tidak mempunyai barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak yang lain disebut supplier.


GAMBAR 2.2
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   Sumber : Osmad Muthaher, 2012 : 61
F. Contoh Aplikasi Perhitungan Pembiayaan
1. Perhitungan Pembiayaan Musyarakah
Perusahaan Kontraktor PT. Bersama mendapatkan proyek pembangunan jembatan dengan nilai kontrak Rp. 3,7 Miliar. PT. Bersama mendatangi Bank Syariah Mandiri untuk mencari solusi. PT. Bersama mengajukan pembiayan ke Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 1,6 Miliar untuk jangka waktu 1 tahun PT. Bersama mengestimasi keuntungan Rp. 730 juta. Untuk mengatasi hal tersebut Bank Syariah Mandiri memberikan solusi dengan pembiayaan Musyarakah (dengan asumsi ekspektasi keuntungan Bank 20%).
Perhitungan Bank :
· Proyeksi keuntungan 	: Rp. 1,6 M x 12/12 x 20%
= Rp. 320.000.000,-
· Bagi hasil bank : nasabah	: Rp. 320.000.000,-/Rp. 730.000.000,-
· Nisbah bagi hasil bank	: 43,83%
· Nisbah bagi hasil nasabah	: 56,17% 
Maka proses pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bersama adalah sebagai berikut :
1. Jenis Fasilitas		: Pembiayaan Musyarakah
2. Tujuan Penggunaan	: Modal Usaha
3. Nilai Pembiayaan		: Rp. 1,6 M
4. Jangka Waktu		: Satu Tahun
5. Nisbah bahi hasil		: 56,17 % (Nasabah) : 43,83 % (Bank)        ……………………………..(Revenue-sharing)  

2. Perhitungan Pembiayaan Murabahah
Bapak Rahmat ingin memiliki mobil Avanza seharga Rp.150 jt dan hanya memiliki dana Rp.30 jt. Untuk mengatasi permasalahannya Bapak Rahmat ke Bank Syariah Mandiri untuk mencari solusi. Bagaimana pembiayaan yang akan diterima oleh Bapak Rahmat untuk mengatasi permasalahan diatas, Bank Syariah Mandiri memberikan solusi dengan pembiayaan Murabahah Konsumtif Kendaraan (asumsi ekspektasi keuntungan Bank 12% per tahun dengan jangka waktu 2 tahun).
Perhitungan Bank :
· Harga Mobil	  : Rp.150.000.000,-
· Porsi Nasabah	  : (Rp.30.000.000,- )	    	
· Porsi Bank		  : Rp.120.000.000,-
· Margin Keuntungan : Rp.120.000.000 x 12% x 2 tahun= Rp.28.800.000
Pembiayaan Untuk Nasabah :
· Harga beli mobil		: Rp.150.000.000,-
· Margin Keuntungan	: Rp.  28.800.000,-   +
· Harga jual Bank		: Rp.178.800.000,-
· Angsuran pertama		: (Rp. 30.000.000,- )
· Sisa Angsuran		: Rp. 148.800.000,-
· Angsuran Perbulan		: Rp. 6.200.000 (Rp. 148.8000.000/24 bulan)
G. Piutang
Piutang dalam arti luas merupakan segala macam tuntutan atau klaim kepada pihak ketiga yang pada umumnya berakibat adanya penerimaan kas dimasa yang akan datang. Piutang yang dimiliki oleh perusahaan, umumnya timbul sebagai akibat dari transaksi-transaksi penjualan dan atau penyerahan jasa. Perusahaan memberikan kelonggaran kepada pelanggan-pelanggannya membayar dikemudian hari atas penjualan barang dan jasa yang dilakukannya.
Piutang adalah penghasilan yang sudah menjadi hak suatu pihak (perusahaan), karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum belum diterima pembayarannya sehingga merupakan tagihan.[footnoteRef:22]25  [22: 25 Munawir, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta : Liberty, 2010), hlm. 16.] 

Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lainnya yang meliliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.[footnoteRef:23]26  [23: 26 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 41.] 

1. Klasifikasi Piutang
Piutang merupakan aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau dalam satu periode akuntansi. Piutang pada umumnya timbul dari dari hasil usaha perusahaan. Namun selain itu piutang juga dapat timbul dari adanya usaha dari luar kegiatan pokok perusahaan.


a. Piutang Usaha
Transaksi paling umum yang menghasilkan piutang adalah penjual barang atau jasa secara kredit. Piutang semacam ini biasanya diharapkan dapat ditagih dalam jangka waktu dekat, misalnya 30 atau 60 hari. Piutang usaha ini digolongkan sebagai aktiva lancar pada neraca.[footnoteRef:24]27   [24: 27 James M. Reeve et.al, Pengantar Akuntansi, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 437.] 

b. Wesel Tagih
Wesel tagih adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain karena adanya suatu perjanjian tertulis (wesel).[footnoteRef:25]28  [25: 28 op.cit. hlm 41.] 

Wesel tagih atau piutang wesel tagihan perusahaan kepada pihak lain yamg dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang. Karena pembuatan wesel diatur oleh Undang-Undang, maka wesel lebih mempunyai kekuatan hukum dan lebih terjamin pelunasannya.[footnoteRef:26]29 [26: 29 op.cit. hlm 15.] 

c. Piutang Lainnya
Piutang lainnya biasannya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang tersebut diharapkan akan tertagih dalam waktu satu tahun, maka digolongkan sebagi aset lancar. Jika di perkirakan tertagih lebih dari satu tahun. Maka digolongkan sebagai aset tidak lancar dan dilaporkan di bawah pos investasi. Piutang lainnya (other receivable) melliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan.

H. Analisis Keuangan Komparatif
Analisis keuangan komparatif atau perbandingan antara laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Artinya minimal dua periode atau lebih. Laporan keuangan yang dibandingkan berupa neraca dan laporan laba rugi. Perbandingan dapat dilakukan secara jumlah absolut atau dalam satuan mata uang atau dalam bentuk persentase.
Teknik analisa laporan keuangan perbandingan atau komparatif yang akan dibahas meliputi :
1. Analisis Perbandingan
Analisis Perbandingan Laporan Keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.
2. Common Size
Analisis persentase per komponen merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi.[footnoteRef:27]30 [27: 30 Op.cit, hlm. 71] 

3. Angka Indeks atau Trend
Analisis trend merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan yaitu naik, turun, atau tetap, serta seberapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase.[footnoteRef:28]31 [28: 31 Ibid.] 


I. Penelitian Terdahulu
Sepanjang penelusuran belum ditemukan studi tentang Perbandingan Perhitungan Piutang Musyarakah dan Murabahah seperti judul penelitian ini. Akan tetapi ditemukan beberapa bagian dari materi penelitian ini, sebagimana uraian berikut :
	Winarsih (2004) mengatakan dalam judul akhirnya “Analisis Perbandingan Antara Pembiayaan Terhadap Tabungan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Palembang Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2004-2005”.  Dalam tulisan ini menguraikan tingkat perbandingan pembiayaan tehadap tabungan dengan menggunakan rumusan Loan to Deposit Ratio (LDR) dimana pada tahun 2004 sebesar 95,23% dan tahun 2005 sebesar 104,43%.  Yang menyebabkan perbedaan nilai pembiayaan terhadap tabungan antara lain, pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, kondisi ekonomi kota Palembang dan sebagainya.
Meyriena Suci Puji Rahayu (2007) mengatakan dalam tugas akhirnya “Perkembangan Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malalang Tahun 2005-2006”. Dalam tulisan ini menguraikan tentang bentuk pembiayaan yang diberikan Bank Mandiri Syariah dan penerapannya serta prinsip-prinsip dalam pembiayaan.
	Novita Rahwa (2010) mengatakan dalam tugas akhirnya “Proses Penilaian Jaminan Pengajuan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syarih Cabang Palembang”. Dalam tulisan ini menguraikan tentang perbedaan informasi harga pasar dalam proses penilaian jaminan yaitu pembiayaan rumah bekas, nasabah sering membatalkan pengajuan karena nilai likuiditas dari bank rendah.
	Sri Wahyuni (2010) mengatakan dalam tugas akhinya : Analisis Permasalahan Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang”.  Dalam tulisan ini menguraikan tentang masalah yang dihadapi oleh Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang adalah masalah yang terkait dengan nasabah yaitu dimana kurangnya pemahaman nasabah maupun calon nasabah tentang bank syariah syariah mengenai keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran atau pelunasan pembiayaan yang diajukan.
	Bagya Agug Prabowo (2008) mengatakan dalam tugas akhirnya “Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah”. Dalam tulisannya menguraikan tentang syarat dan ketentuan umum dalam pemberian pembiayaan Murabahah, yaitu harus memenuhi 5 C : Character (Watak), Collateral (Jaminan), Capital (Modal), Condition of economy (Prospek Usaha), dan Capability (Kemampuan).
	Berdasarkan penelitian terdahulu di atas diketahui bahwa masih ada tentang pembiayaan, penerapan konsep pembiayaan murabahah, perkembangan pembiayaan. Belum ada kajian mengenai perhitungan piutang pembiayaan musyarakah dan murabahah yang dilakukan suatu pihak. Sedangkan penulis mengkaji mengenai pembiayaan, namum perbandingan piutang musyarakah dan murabahah yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri.















Tabel 2.2
            Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu
	NO
	NAMA
	JUDUL
	HASIL PENELITIAN
	PERSAMAAN
	PERBEDAAN

	1.
	Winarsih (2004)
	Analisis Perbandingan Antara Pembiayaan Terhadap Tabungan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Palembang Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2004-2005
	Penelitian ini membandingkan tigkat pembiayaan terhadap tabungan dimana  pada tahun 2004 sebesar 95,23% dan tahun 2005 sebesar 104,43%. Yang menyebabkan perbedaan nilai pembiayaan terhadap tabungan antara lain, pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, kondisi ekonomi kota Palembang dan sebagainya.
	-Data Kuantitatif.
-Sama-sama melakukan analisis perbandingan berdasarkan laporan keuangan.
	-Perbandingan antara pembiayaan terhadap tabungan.
-Perbandingan hanya 2 tahun saja, yaitu tahun 2004-2005
-Perbandingan menggunakan rumusan Loan to Deposit Ratio (LDR)
-Lokasi penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Palembang 


	2. 
	Bagya Agung Prabowo (2008)
	Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah
	Penelitian ini menguraikan tentang syarat dan ketentuan dalam pemberian pembiayaan murabahah, yaitu harus memenuhi 5 C : Character, Collateral,Capital, Condition of Economy dan Capability.
	Sama-sama membahas pembiayaan murabahah.
	-Data Kualitatif.
-Menguraikan tentang syarat dan ketentuan dari pemberian pembiayaan murabahah
-Penelitian dilakukan di Perbankan Syariah secara umum.

	3.
	Meyriena Suci Puji Rahayu (2007)
	Perkembangan Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang Tahun 2005-2006.
	Penelitia ini menguraikan tentang bentuk pembiayaan yang diberikan Bank Mandiri Syariah dan penerapannya serta prinsip-prinsip dalam pembiayaan.
	-Sama-sama membahas mengenai pembiayaan murabahah.
-Lokasi penelitian sama-sama pada PT. Bank Syariah Mandiri.
	-Menguraikan pembiayaan murabahah dan mudharabah.
-Perbandingan hanya 2 tahun  saja, yaitu tahun 2005-2006.

	4.
	Novita Rahwa (2010)
	Proses Penilaian Jaminan Pengajuan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Rakyat Indoseia Syariah Cabang Palembang.
	Penelitian ini menguraikan tentang perbedaan informasi harga pasar dalam proses penilaian jaminan yaitu pembiayaan rumah bekas, nasabah sering membatalkan pengajuan karena nilai likuiditas dari bank rendah.

	Sama-sama membahas mengenai pembiayaan murabahah
	-Data Kualitatif.
-Menguraikan penilaian jaminan pengajuan pembiayaan murabahah.
-Lokasi penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Palembang.

	5. 
	Sri Wahyuni (2010)
	Analisis Permasalahan Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang.
	Penelitian ini menguraikan tentang masalah yang dihadapai Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang yang terkait dengan keterlambatan nasabah dalam pembayaran pembiayaan yang diajukan.
	Sama-sama membahas mengenai pembiayaan murabahah.
	-Data Kualitatif.
-Menganalisis permasalah dalam pemberian pembiayaan murabahah.
-Lokasi penelitian di PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang.
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